MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 146/PUU-XXI1/2023
Tentang
Pengujian Syarat Usia Calon Wakil Presiden

Pemohon : Heri Purwanto dan Bambang Barata Aji

Jenis Perkara . Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pokok Perkara . Penguijian Pasal 169 huruf g UU 7/2017 terhadap UUD 1945.
Amar Ketetapan : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para
Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan Nomor 146/PUU-XXI1/2023
mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan
kembali permohonan a quo;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk
mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor
146/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan
salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Tanggal Ketetapan :  Selasa, 16 Januari 2024
Ikhtisar Ketetapan

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bermaksud
menguji kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI1/2023 terkait syarat
usia calon wakil Presiden;

Permohonan para Pemohon diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 31 Oktober 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
143/PUU/PAN.MK/AP3/10/2023, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 13 November 2023 dengan Nomor
146/PUU-XXI/2023 perihal permohonan pengujian norma Pasal 169 Huruf g Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar
Tahun 1945;

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan
persidangan pada tanggal 29 November 2023 dengan agenda Pemeriksaan
Pendahuluan. Kemudian pada tanggal 13 Desember 2023, pukul 08.30 WIB Mahkamah



telah menyelenggarakan persidangan dengan agenda pemeriksaan perbaikan
permohonan, namun para Pemohon tidak hadir, meskipun sudah dipanggil secara sah
dan patut. Selanjutnya juga di tanggal 13 Desember 2023, pukul 13.49 WIB Mahkamah
Konstitusi telah menerima surat elektronik (email) dari para Pemohon, bertanggal 13
Desember 2023, perihal Penarikan Permohonan Perkara Nomor 146/PUU-XXI/2023
dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat penarikan a quo;

Berdasarkan Pasal 35 UU MK, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 18
Desember 2023 telah menetapkan pencabutan atau penarikan kembali permohonan
Perkara Nomor 146/PUU-XXI1/2023 beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak
dapat mengajukan kembali permohonan a quo, dan Mahkamah memerintahkan Panitera
Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan
salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah
menetapkan Ketetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan Nomor 146/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan
kembali permohonan Nomor 146/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan
kepada para Pemohon.



